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PIAGAM HAK-HAK ASASI MANUSIA UNTUK ASIA

MUKADIMAH

Berabad-abad, terutama selama periode kolonial, bangsa Asia mengalami
pemerkosaan hak-hak dan kebebasannya. Dewasa ini sebagian besar bangsa
kita masih dieksploitasi dan ditindas dan masyarakat kita terpecah-belah
oleh kebencian dan tak adanya tenggang rasa. Orang semakin menyadari
bahwa perdamaian dan keadilan hanya dapat terwujud apabila hak yang
sama dan yang tak dapat dicabut dalam diri semua orang dan kelompok,
diakui dan dilindungi. Mereka bertekad untuk menjamin perdamaian dan
keadilan bagi dirinya dan generasi yang akan datang dengan memper-
juangkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan. Dalam rangka mencapai
tujuan itu mereka mengeluarkan piagam ini sebagal penegasan atas
kerinduan dan aspirasi bangsa Asia untuk hidup dalam damai dan keadilan.

LATAR BELAKANG PIAGAM

1.1. Perjuangan Asia bagi hak-hak asasi dan kebebasan memiliki akar
© historis yang mendalam, dalam perjuangan melawan penindasan
dalam masyarakat madani dan penindasan politik yang dilakukan
kolonialisme, dan karena itu berarti juga perjuangan demi penegak-
an dan pemulihan demokrasi. Penegasan kembali hak-hak asasi
dewasa ini menjadi lebih mendesak daripada waktu-waktu
sebelumnya. Asia sedang mengalami perubahan yang pesat, yang
membawa dampak pada struktur-struktur sosial, lembaga-lembaga
politik dan ekonomi. Nilai-nilai tradisional terancam oleh bentuk-
bentuk baru pgmbangungan dan teknologi, juga oleh para penguasa
politik dan organisasi-organisasi ekonomi yang mcngenda.hkan
perubahan itu.




1.2.°

1.3..

14.

Secara khusus, marketisasi dan globalisasi ekonomi sedang
mengubah keseimbangan antara sektor privat dan publik, negara
dan masyarakat internasional, dan memperparah situasi kaum
miskin dan mereka yang tersisihkan. Perubahan-perubahan inj
mengancam berbagai aspek kehidupan yang bernilai, akibat
dehumanisasi teknologi, kiblat material pasar dan penghancuran
komunitas. Orang kehilangan kontrol atas hidup dan lingkungan;

.. sejumlah kelompok bahkan kehilangan perlindungan terhadap
- penggusuran dari kampung halaman tradisional dan lahan milik

mereka. Terjadi eksploitasi secara besar-besaran terhadap para

. buruh, dengan upah yang kerap tak cukup bahkan untuk bertahan
. hidup serta standar keamanan yang rendah yang membuat
: kehidupan para buruh selaluterancam: Bahkan hak-hak kaum

buruh- dan hukum perburuhan yang paling mendasar jarang

dilaksanakan.

‘Pembangun‘e.m di _A_sié_ p'enuh .dqngan kontradiksi. Terdapat

kemiskinan yang dahsyat dan mendalam di tengah kelimpahan
yang dinikmati sekelompok orang. Tingkat kesehatan, gizi dan
pendidikan sebagian besar orang Asia mengerikan, suatu
penyangkalan terhadap martabat kehidupan manusia. Pada saat
yang sama sumber-sumber yang bernilai dihabiskan untuk

_- membiayai persenjataan. Asia menjadi pembé]isenjata yang paling
-boros dari semua wilayah di dunia. Pemerintah-pemerintah kita

di Asia berikrar untuk- mencapai pembangunan yang bertujuan
meningkatkan produksi dan kemakmuran, sementara' sumber-
sumber alam, kita telah dikeruk habis-habisan secara tak

- bertanggung jawab dan lingkungan kita sudah sekian dirusakkan
.-.sehingga mutu hidup diperburuk secara tak terperikan, meskipun
. kalau hal itu.dilakukan demi kemakmuran, kita.. Pembangunan
- - lapangan.golf mendapat prlorltas daripada perhatlan terhadap
- -orang miskin dan lemah. T ST

D&Ii_lm ?c'laé.awas'é—da'sa\#arsa terakhir bangsa Asia .rnenderita di
bawah berbagai konflik dan kekerasan, bangkitnya ultra-nasio-
nalisme, ideologi-ideologi yang merusak, perbedaan etnis dan

b
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1:6.:

fundamentalisme dalam semua agama. Kekerasan muncul baik
dari negara maupun dari kelompok masyarakat madani. Pada

* umumnya, orang tidak mendapat jaminan atas keamanan pribadi,

hak milik dan komunitas. Banyak kelompok digusur dan
dlplndahkan secara paksa _]umlah pengung31 memngkat tajam.

Pemermtah—pemermtah telah merampas kekuasaan bagi dirinya.

Mereka telah menciptakan undang-undang untuk menindas hak-

hak dan kemerdekaan rakyat dan bersekongkol dengan perusahaan-

+ ‘perusahaan dan konglomerat asing seraya mengeruk sumber-

sumber nasional, Korupsi dan nepotisme sudah meraja lela dan

- mereka yang memegang kekuasaan publik atau privat jarang
" memberi pertanggungjawaban. Otoriterianisme di banyak negara

sudah menjelma menjadi’ ideologi nasional, yang mengesahkan
perampasan hak-hak dan kebebasan warganya, dan digunakan
sebagai tameng dengan pernyataan bahwa ide-ide asing tidak cocok
dengan tradisi agama dan kultural di Asia. Sebaliknya diberi
peringatan berdasarkan teori palsu tentang ‘Nilai-Nilai Asia’ yang
sebetulnya menjadi kedok bagi otoriterianisme mereka. Tidak
heran, dari semua wilayah lain di dunia ini; Asia merupakan

- wilayah yang tidak memiliki piagam resmi regional atau salah

satu kesepakatan regional yang lain demni melmdung1 hak-hak asasi

-dan kebebasan

" Berlawanan den gan kenyataan adanya pencrabalan dan pelanggaran
-hak-hak asasi manusia secara resmi. di negara-negara di Asia,

semakin tumbuh kesadaran di antara warga Asia akan pentingnya
hak-hak asasi dan kebebasan. Mereka menyadari kaitan antara
kemiskinan mereka dan ketakberdayaan politik serta penyangkalan
hak-hak asasi dan kemerdekaan. Mereka yakin bahwa sistem
politik dan ekonomi harus berjalan dalam kerangka hak-hak asasi
manusia dan,kebebasan demi menjamin keadilan -ekonomi,

~pengambilan bagian dan pertanggungjawaban politik, serta
- perdamaian sosial. Terdapat banyak gerakan sosial yang berjuang

R i

demi melmdun £i hak-hak dan kebebasan bangsa Asm




1.7

Komitmen kita terhadap hak-hak asasi tidak berlandas pada alasan-
alasan ideologi abstrak. Kita yakin bahwa penghormatan hak-hak
asasi menjadi basis bagi masyarakat yang adil, manusiawi dan
peduli. Kedaulatan hak-hak asasi dibangun di atas dasar keyakin-
an bahwa dari kodratnya semua orang sederajat dan mempunyai
hak yang sama untuk hidup layak. Adalah hak kita untuk
menentukan nasib kita melalui pengambilan bagian dalam
penentuan kebijakan dan penyusunan administrasi. Kedaulatan ini
memampukan kita untuk mengembangkan dan menikmati
kebudayaan kita serta mengungkapkan dorongan-dorongan artistik
kita. Kedaulatan hak-hak asasi menghargai keanekaan. Kedaulatan
ini mengakui kewajiban kita bagi generasi-generasi mendatang
dan lingkungan yang diwariskan kepada mereka. Kedaulatan itu
‘menentukan patokan-patokan untuk menakar nilai dan keabsahan
-dari lembaga-lembaga dan kebijakan-kebijakan. -

PRINSIP-PRINSIP UMUM

2.1.

Dari hak-hak khusus dan lembaga-lembaga serta prosedur-prosedur
untuk melindungi hak itu, dapat ditarik sejumlah prinsip umum
yang menjadi landasan bagi hak-hak,ini dan dasar bagi penerima-
an serta penerapannya sehingga memungkinkan orang menikmati
hak-haknya itu secara penuh. Prinsip-prinsip yang akan dibicara-

.- kan berikut ini hendak menawarkan kerangka yang luas bagi

kebijakan publik, di dalamnya diharapkan hak-hak itu dapat
dikembangkan.

UNIVERSALITAS DAN KEUTUHAN HAK-HAK ASASI

2.2.

. Kami meg\dukung Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,

Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Kebudayaan, Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan
Politik, serta berbagai peranti internasional guna melindungi hak-
hak asasi dan kebebasan. Kami percaya bahwa hak-hak asasi
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bersifat universal, setiap pribadi berhak memilikinya karena dia
adalah manusia. Tradisi-tradisi budaya mempengaruhi cara

" masyarakat mengatur hubungan di dalamnya, namun tradisi itu

tidak mengurangi universalisme hak-hak asasi yang terutama
memusatkan perhatian pada hubungan antara warga dengan negara
serta martabat kodrati pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok.

Kami juga yakin bahwa hak-hak asasi dan kebebasan utuh tak
.-terbagi, dan adalah keliru anggapan yang mengatakan bahwa

beberapa jenis hak dapat ditindas atas nama hak-hak lain. Manusia
memiliki kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi sosial, budaya dan
ekonomi yang tak dapat difragmentasi dan dipilah-pilah, tetapi
saling bergantung. Hak-hak sipil, politik dan budaya kurang berarti
jika tak ada sumber-sumber ekonomi untuk mewujudkannya dan
memungkinkan orang menikmati-hak-hak itu. Demikian juga,
pericapaian dan perolehan kemakmuran material bersifat mandul
dan merendahkan martabat jika tak ada kemerdekaan politik,
peluang untuk mengembangkan serta mengungkapkan pribadi, dan
untuk terlibat dalam kegiatan- keglatan budayadan bidang-bidang
lain. :

Kendati bersifat universal dan tak terbagi, ihwal menikmati hak-
hak dan kadar pentingnya bergantung pada konteks sosial, ekononi
dan budaya. Hak-hak asasi bukan abstraksi-abstraksi melainkan
fondasi bagi tindakan dan kebijakan. Karena itu, kita harus
bergerak dari rumusan-rumusan abstrak tentang hak-hak kepada

. perwujudannya. dalam konteks Asia dengan mencermati ling-
_kungan kelompok-kelompok tertentu yang situasi hidupnya

diwarnai oleh pemerkosaan secara besar-besaran atas hak-haknya.
Hanya dengan mengaitkan hak-hak dan penerapannya pada
kekhasan sitnasi Asia, maka pengenyaman hak-hak itu dapat

‘terwujud. Hanya dengan cara itu Asia dapat memberikan
. sumbangan bagi gerakan di seantero dunia di bidang perlmdungan

hak-hak asasi.
Kemiskinan yang merebak, bahkan di ﬁegara—negara yang telah
mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, merupakan
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penyebab utama bagi pelanggaran hak-hak asasi: Kemiskinan telah

. merampas hak-hak asasi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga dan

kelompok: dan memicu- berkembangnya pelacuran, buruh anak-
anak, perbudakan, perdagangan organ-organ manusia dan mutilasi
bagian-bagian tubuh untuk meningkatkan kemampuan mengemis.
Kehidupan yang layak tak mungkin terwujud di tengah ajang
kemiskinan. Negara-negara Asia harus mengarahkan kebijakan-
kebijakan mereka untuk memberantas kemiskinan melalm bentuk-
bentuk pembangunan yang lebih sepadan.

TANGGUN G J AWAB UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK ASASI

2.5.- ‘

2.6.

10

Tang gung ]awab untuk melindungi hak-hak asasi bersifat
internasional dan’ domestik. Masyarakat internasional telah
menyepakati norma-norma dan lembaga-lembaga yang hendak

- mengatur perwujudan hak-hak asasi manusia. Bangsa Asia

mendukung usaha internasional di bidang perlindungan hak-hak
asasi. Kedaulatan negara tidak dapat digunakan sebagai dalih
untuk mengelak dari norma-norma internasional atau
mengabaikan lembaga-lembaga internasional. Klaim kedaulatan
negara hanya dapat dibenarkan jika negara tersebut melmdungl
sepenuhnya hak hak warganya SRR

Pada plhak lain, tanggung jawab internasional tak dapat digunakan

- untuk secara sselektif-menegur- atau menghukum negara-negara
* tertentu; atau untuk mengutamakan sejumlah hak terhadap hak-
- hak yang lain. Beberapa penyebab iitama bagi pemerkosaan hak-
- hak asasi terletak pada ketidakadilan tata ekonomi dan politik
dunia. Transformasi radikal dan demokratisasi tata'dunia merupa-
- kan syarat mutlak bagi terwujudnya-pelaksanaan hak-hak asasi
- -secara global. Akibat logis dari universalisme dan kesederajatan

hak-hak adalah tanggung jawab masyarakat internasional bagi
kesejahteraan sosial dan ekonomi semua bangsa di dunia, dan
karena itu juga kewajiban untuk menjamin pembagian yang lebih

-adil dari pelbagai sumber dan peluang di'seluruh dunia.




2.7. . - Tanggung jawab utama untuk menegakkan dan mengembangkan

wi. hak-hak asasi terletak di pundak negara-negara. Hak negara-negara

i~ dan bangsa-bangsa bagi pembangunan ekonomi, sosial, politik dan

budaya tidak boleh disirnakan oleh proses global. Negara-negara

. .- harus membangun suatu proses politik yang terbuka, di dalamnya

.t . hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kelompok-kelompok yang

tberbeda serta Keseimbangan antara kepentingan individu-individu

:dan kelompok-kelompok terjaga. Pemerintahan yang demokratis

dan bertanggung jawab merupakan kunci bagi pengemban gan dan
perlindungan hak-hak asasi.

2.8 Kemampuan masyarakat mtemasmnal dan negara-negara untuk
' ' :"'rnenmgkatkan dan melmdungl hak-hak asasi, diperlemah oleh
"' proses globahsa51 manakala kekuasaan atas kebljakan ekonomi
“dan sosial perlahan Iahan berahh dan tangan negara negara ke
" badan-badan perdagangan Negara—negara d1paksa oleh badan-
badan keuangan dan badan usaha lainnya untuk menjalankan
kebijakan ekonomi yang gegabah dan tanpa perhitungan, yang
melahirkan petaka dan kemalangan bagi sekian banyak. orang,
seraya menambah kemakmuran dari sekelompok kecil.
11 - Perusahaan-perusahaan. dagang bertanggung jawab atas sekian
- . banyak peristiwa pemerkosaan hak-hak, terutama hak-hak asasi
... para buruh, wanita.dan suku-suku asli. Kedaulatan hak-hak asasi
= o+ ,harus diperkukuh dengan cara menuntut perusahaan-perusahaan
oo 1o itw sebagai’ plhak :yang bertanggung Jawab atas. pelanggaran hak-
sihakasasi..: b Co Lt B

St ; P
Do TTeE ety T T iy

i FETI BEAYES EOE T ' : bl S L

PEMBANGUNAN YANG.LESTARIDAN
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
29 : ,;uPembangun ekon0m1 harus lestan Klta harus menjaga
"' v~ lingkungan dari ketamakan dan pemusnahan yang dilakukan oleh
;; 'perusahaan-perusahaan dagang untuk menjamin bahwa mutu
. kehidupan .tidak berkurang bersamaan dengan-meningkatnya
.- pendapatan_kotor nasional. Teknologi harus membebaskan dan

11




bukan memperbudak manusia. Sumber-sumber alam harus
digunakan selaras dengan -kewajiban kita untuk generasi

' mendatang. Kita.tidak boleh fupa bahwa kita hanyalah penjaga
- sementara dari sumber-sumber alam itu. Juga kita tidak boleh lupa

bahwa sumber-sumber alam diberikan kepada semua manusia,

‘karena itu kita mengemban tanggung jawab bersama atas
penggunaan yang bertanggung jawab, adil dan seimbang. -

HAK-HAK ASASI

3.1.

Kami mendukung semua hak-hak asasi yang terkandung dalam

‘ perantrkat-perangkat internasional. Kami tidak perlu mengemuka-

kannya lagi di sini. Kami yakin bahwa hak-hak asasi ini harus
dilihdt secara holistik, dan bahwa setiap hak akan terwujud secara

- paling baik melalui konseptualisasi yang lebih luas yang menjadi

landasan puak bagi ]ems-Jems hak berikut ini.

HAK HIDUP

1o

3.2.‘-'

Yang terpentmg dari semua hak adalah hak hidup, darmya lahir

semua hak dan kebebasan yang lain. Hak hidup tidak terbatas

. pada eksistensi fisis atau hewani tetapi juga termasuk hak atas

12

setiap anggota tubuh dan indra yang memungkinkan orang
menikmati hidupnya. Hak hidup mengandaikan hak untuk hidup
sesuai dengan martabat dasar manusia, hak untuk memiliki mata
pencaharian, hak untuk memiliki tempat tinggal tetap dan rumah,
hak untuk memiliki pendidikan dan hak untuk memiliki lingkungan
yang bersih dan sehat karena tanpa hal-hal ini tak mungkin'terjadi
pelaksanaan real dan efektif dari hak-hak asasi, atau orang tak
dapat menikmati hak-hak asasinya. Negara harus mengambil

©-semua ldi;\gkah yang perlu untuk mencegah kematian bayi,

menghilangkan kekurangan gizi dan penyakit menular, meningkat-
kan harapan hidup melalui lin gkungan yang bersih dan sehat, serta
upaya pencegahan yang memadai sebagaimana juga fasilitas
pengobatan medis. Pendidikan dasar harus wajib dan gratis.




3.3,

3.4.
3.5.

3.6.

37,

Namun di sebagian besar wilayah Asia perang, pertentangan etnis,
penindasan budaya dan keagamaan, korupsi politik, polusi
lingkungan hidup, penculikan, penyiksaan, terorisme oleh negara
atau swasta, kekerasan terhadap wanita, tindakan kekerasan massal
tetap merupakan momok bagi kemanusiaan yang berakibat pada
hilangnya kehidupan ribuan orang yang tak bersalah.

Untuk menjamin hak hidup, maka propaganda perang atau kon-
flik etnis atau hasutan yang memicu timbulnya kebencian dan

" kekerasan dalam semua bidang kehidupan baik pribadi, sosial,
© - nasional atanpun internasional harus dicegah. -

* Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan

‘yang cermat dan tuntas atas kasus-kasus penyiksaan, orang hilang

- dan kematian dalam tahanan, pemerkosaan dan pelecehan seksual

serta membawa pelakunya ke pengadilan.

+ Tidak boleh terjadi pelenyapan kehidupan secara sewenang-
"+ wenang. Negara harus mengambil langkah untuk tidak saja

mencegah dan mengganjar seseorang dengan hukuman bagi kasus
pelenyapan kehidupan melalui tindakan kriminal dan teroris, tetapi
jugamencegah penghilangan dan pembunuhan sewenang-wenang

- oleh badan keamanan. Undang-undang harus mengontrol dan
‘membatasi secara ketat situasi dan kondisi di mana seorang boleh

dicabut kehidupannya oleh otoritas negara atau petugas-petugas

- negara. - o

Semua negara harus menghapuskan hukuman mati. Apabila ada,
hanya boleh dikenakan pada kasus-kasus kriminal yang paling
serius. Sebelum nyawa seseorang dihilangkan dengan menjalankan

- hukuman mati, dia harus menjalani pengadilan yang jujur di hadap-
©an tribunal-yagg independen dan tidak memihak, dan dia harus

.-+ memperoleh:peluang untuk memiliki pengacara yang dipilihnya

- sendiri, waktu yang memadai baginya untuk -menyiapkan
: pembelaan, menghormati asas praduga tak bersalah dan hak

baginya untuk naik banding atau mengajukan kasasi.  Eksekusi

13




tidak boleh dilakukan di depan umum atau dipertontonkan di depan
wmuim.

HAK UNTUK HIDUP DAMAI

4.1.

42 .
- ;- dilakukan dengan membatasi secara ketat penggunaan kekerasan
-+ -:-seturut standar yang ditetapkan oleh masyarakat internasional,

.termasuk hukum yang berperikemanusiaan. ‘Setiap.individu dan

Semua orang memlhkl hak untuk h1dup dalam dama1 sehingga

. mereka dapat sepenuhnya mengembangkan potensi-potensinya,

. baik fisik, moral maupun spiritual, dan tidak menjadi sasaran dari

bentuk kekerasan:apa pun. Bangsa Asia telah mengalami

penderitaan. yang tak:terkatakan dan tragedi getir akibat perang
dan konflik sipil yang telah menyebabkan banyak korban tewas,

" cacat tubuh, perpindahan pribadi-pribadi ke tempat lain di dalam
" -negeri atau ke luar negeri, tercerai-berainya keluarga-keluarga,
~dan pada umumnya menyebabkan sirnanya segala harapan bagi

eksistensi yang berbudaya dan damai. Baik negara maupun
masyarakat madani di banyak negara telah dimiliterisasi secara
mendalam, di dalamnya semua nilai ditentukan oleh kekerasan

.dan-para warga tidak memiliki perlindungarl terhadap. intimidasi
'y dan teror dari pasukan negara atau pr1bad1 T

-_Kewa]1ban Tnegara untuk menegakkan hukum dan tata terub harus

kelompok berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk
kekerasan yang dilakukan oleh negara, termasuk kekerasan yan g

- dilakukan oleh pohsl dan tentara: B

Hak untuk hldup dalarn damai mengandalkan bahwa kegiatan

w1 - politik, ekonomi dan sosial negara, perusahaan-perusahaan dagang
-, dan masygrakat madani hendaknya menghormati keamarnan semua
. ;. orang, teristimewa kelompok yang lemah dalam masyarakat.
. :+ Keamanan orang-harus dijamin dalam kaitan dengan lingkungan
* alam tempat meréka- hidup, kondisi politik,.ekonomi dan sosial

.5 * :yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dan aspirasi
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mereka tanpa harus menggunakan.cara-cara penindasan,
eksploitasi, kekerasan, dan tanpa mengurangkan apa saja yang

. bernilai dalam masyarakat. mereka. = . SR

44,
‘ - neo-kolonialisme, negara-negara Asia memainkan peran sangat
- . penting dalam menciptakan kondisi bagi rakyatnya untuk hidup
. damai. Dalam perjuangan itu mereka berhak menekankan
:pentingnya integritas nasional dan menolak. campur tangan
kekuatan-kekuatan hegemoni. Namun bagaimanapun juga,
‘tuntutan akan integritas nasional atau perlindungan dari ancaman

I

Dalam rangka memerangi’'masuknya fasisme, kolonialisme dan

.., .~.dominasi asing kini tak dapat lagi.dipakai sebagai dalih untuk

' mengabaikan hak rakyat guna memperoleh keamanan pribadi dan
: P 34

eksistensi damai, apalagi membenarkan penindasan. hak-hak
rakyat dengan alasan demi menarik investasi asing. Negara-

-negara juga tidak dapat membenarkan ketidaksediaannya untuk
© memberikan informasi kepada masyarakat internasional tentang
. keamanan individual dari rakyatnya. Hak seorang pribadi untuk

hidtip:dalam. damai hanya dapat dijamin apabila negara-negara

.dapat dimintai pertanggungjawabannya di:depan rnasyarakat
Cinternasiomal. . o Lot

;'!-rA !

I SR TERRLE I

Masyarakat internasional negara-negara. terlibat,jauh dalam
. perang-perang dan pertentangan-pertentangan. sipil di Asia. Ne-

gara-negara asing telah memanfaatkan kelompok-kelompok di
Asia sebagai alasan untuk menyulut perang dan memicu kelompok
dan pemerintahan bersenjata untuk terlibat dalam konflik-konflik

;i dalam négeri. Negara-negara asing itu telah inengeduk Keuntungan

besar dari penjualan senjata. Pengeluaran dalam jumlah besar
untuk membelanjai senjata telah menyebabkan penyelewengan

- . _pajak publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan

S pembangunag’\negara atau kesejahteraan rakyat. Pangkalan-

., pangkalan militer dan basis-basis yang lain (sering milik kekuatan

;- ¢ asing) telah mengancam keamanan sosial dan fisik: dari orang-
. orang yang hidup-di sekitar wilayah operasi mereka. - .

Sby . !
IR TR S A T Voot o e e LD
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HAK UNTUK BERDEMOKRASI

5.1

5.2.

6.1.'.-

16

Kolonialisme dan perkembangan modern yang lain telah meng-
ubah wajah masyarakat politik Asia secara mencolok. Sistem tradi-
sional pertanggungjawaban dan partisipasi publik dalam urusan-

~urnsan negara sebagaimana juga hubungan antara warga dengan

‘pemerintahannya berubah secara fundamental. Warga menjadi
bawahan, sementara pemerintah menjadi semakin dominan dan

* berkuasa. Hukum kolonial dan kebiasaan otoriter serta pola

administrasi kolonial tetap bertahan sesudah bangsa-bangsa Asia

- memperoleh kemerdekaan. Negara telah menjadi sumber korupsi

- dan penindasan terhadap rakyat. Demokratisasi dan humanisasi
- 'negara menjadi prasyarat bagi penghormatan dan perlindungan
- terhadap hak-hak asasi.

Negara, yang mengklaim bahwa dia memiliki tanggung jawab
-utama bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya, hendaknya

- berperikemanusiaan, terbuka dan dapat dimintai pertanggung-

jawaban. Akibat wajar dari penghormatan terhadap hak-hak asasi
adalah sistein yang toleran dan pluralistis; tempat orang bebas
menyatakan pandangan dan berupaya untuk meyakinkan orang
lain, dan tempat hak-hak kaum minoritas dihormati. Rakyat harus

' berpartisipasi dalam urusan publik, melalui pemilihan dan proses

pengambilan serta pelaksanaan keputusan yang lain, bebas dari
diskriminasi rasial, agama-atau gender.

HAK: UNTUK MEMILIKI JATI DIRI BUDAYA DAN KEBEBASAN
HATI NURANI . : S

: HaK untuk hidup menyangkut tidak saja kondisi material, tetapi
“ijuga konqsm moral yang memungkinkan orang menghidupi
eksistensi yang bermakna. Makna tidak saja ditentukan secara
individual, tetapi juga dilandaskan pada ‘hidup saling berbagi
dengan -sesama. Tradisi Asia menekankan pentingnya jati diri
budaya bersama. Identitas budaya membantu individu-individu




6.2.

6.3.

dan kelompok-kelompok untuk menyesuaikan diri dengan tekanan

.gkonomi-dan perubahan sosial; jati diri it memberi makna pada

kehidupan dalam periode transformasi yang cepat. Jati diri budaya
adalah sumber kebanggaan dan keamanan. Terdapat banyak
kelompok rapuh di Asia sebagaimana juga di tempat lain yang

" kebudayaannya terancam dan dinistakan. Bangsa Asia dan

pemerintahan-pemerintahannya harus menghargai kebudayaan dan
tradisi dari aneka ragam kelompok dalam negaranya.

,Kejamakan jati diri budaya di Asia tldak bertentangan dengan

universalitas hak-hak asasi manusia, tetapi - karena sekian
jamaknya manifestasi budaya dari martabat manusia - semakin

- memperkaya norma-norma universal. Pada waktu yang sama

bangsa-bangsa di Asia harus menghilangkan unsur-unsur dalam
kebudayaannya yang berseberangan dengan prinsip-prinsip hak-
hak asasi universal.-Kita harus mengatasi konsep tradisional
tentang keluarga yang dilandaskan pada tradisi patriarkat agar
memulihkan keanekaan norma-norma keluarga yang menjamin

. hak-hak asasi wanita dalam setiap tradisi kultural kita. Kita harus

berani imenafsirkan kembali keyakinan agama.kita yang

. mendukung ketimpangan gender. Jadi, kita harus memusnahkan
" diskriminasi atas dasar kasta, asal-usul etnis, pekerjaan, tempat

asal.dan lain-lain, seraya mengembangkan semua nilai yang
berhubungan dengan toleransi timbal balik dan sikap saling
mendukung dalam kebudayaan kita masing-masing. Kita harus
menghentikan praktek-praktek yang mengorbankan individu
terhadap kolektivitas atau terhadap yang berkuasa, dan dengan
demikian membarui kesetiakawanan komunal dan nasional.

Terutama kebebasan agama dan hati nurani menduduki posisi

.istimewa di Asia, tempat sebagian besar orang memiliki keberaga-
‘maan yang m&\ ndalam. Agama adalah sumber hiburan dan pelipur

.- lara. di tengah kemiskinan dan penindasan. Banyak: orang Asia
' justru menemukan jati diri utama mereka dalam agama. Meskipun
- demikian, fundamentalisme agama juga merupakan penyebab
... perpecahan dan pertentangan di Asia. Toleransi agama sangat
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: hakiki agar seseorang dapat membiarkan orang Jain meéngenyam
- hak untuk-memiliki hati nurani, yang _]uga mencakup hak untuk
i mengubah iman keyakmannya R TR

et EEET AR

HAK UNTUK PEMBANGUNAN DAN KEADILAN SOSIAL

7.1. Setlap individu mermhkl hak untuk memperoleh kebutuhan dasar
kehidupan dan memperoleh perlindungan dari pelecehan dan
+ eksploitasi. Kita semua mempunyai hak untuk melek huruf dan
'memperoleh pengetahuan; mendapat makanan dan-air bersih,
-~ papan-dan fasilitas medis demi eksistensi yang sehat. Semua
sindividu dan kelompok manusia berhak menikmati bersama
keuntungan kema]uan teknologl dan’ pertumbuhan ekonorm
72,00k 'Pembangunan bag1 1nd1v1du dan negara, tldak saja berarti
S :.mpembangunan ‘ekonomi. Pembangunan ‘berarti- perwujudan
.1 1. :sepenuhmya potensi dalam diri manusia. Karenaito; mereka harus
i -+ memiliki hak kebebasan berseni, kebebasan untuk mengungkapkan
e - dan'memelihara daya budaya dan spiritual mereka. Itw berarti hak
.- -untuk berpartisipasi dalam mengurusnegara dan masyarakat. Hal
itu mengandaikdn bahwa negara-negara mempunyai hak untuk
menentukan kebijakan ekonomi, politik. dan budaya mereka
- sendiri, bebas dan tekanan dan pengaruh hegemeonis.:
b - & g I I LE
HAK-HAK ASASI DARI KELOMPOK YAN G TERSISIH
3.1. Negara negara d1 A51a hendaknya merumuskan dan menj alankan
’ . ¢ kebijakan publik dalam kerangka umurn-hak-hak:asasi di atas:
- Kami yakin dengan cara-ini kita dapat menegakkan kondisi adil
, danimangxlaw1 bagi’ kehidupan individual dan bersama serta
_~.menjamin Keadilan sosial: Bagaimanapun'juga, terdapat kelompok-
i kelompok khusus yang: karena alasan historis atau satu dan lain
s hal menjadi-kelompok lemah dan tersisih, dan karena itu diperlukan
perlindungan khusus agar mereka dapat mengenyam hak-hak asasi
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. :mereka secara efektif ‘dan-sama seperti orang.lain. Kami
- mendiskusikan situasi dari:sejumlah kelompok séperti itu, namun
-1+ ~kami menyadari- bahwa ada juga kelompok-kelompok lain yang
~, -menderita diskriminasi dan penindasan. Mereka termasuk orang-
-+ orang yang, Karena pertentangan sipil, kebijakan-kebijakan
- pemerintah dan kekerasan politik dan ekonomi harus meninggatkan
- -kampung halaman mereka dan mengungsi ke tempatain di dalam
““negeri sendiri atau di negeri asing. Negara-negara dan masyarakat
- i kita ‘semakin menunjukkan sikap yang kurang toleran terhadap
| kelompok minoritas dan suku-suku asli; yang hak-hak: asasinya
sering diperkosa. Banyak dari masyarakat kita yang
voskidt . mendiskriminasikan kaum gay dan lesbian, tidak menérima jati
- dird mereka dan membuat mereka memikul beban penderitaan yang
@i otak tertanggungkan. Berbagai kelompok ekonomi] seperti para
iarl 1 .petani dan nelayan; menanggung kesengsaraan karena hak-haknya
» i) dirampas’ dan senantiasa hidup dalam-ketakutan akarancaman
.+ '« dari pihak tuan tanah dan pengusaha-pengusahakapitalis terhadap
;. mata pencahariannya. Semua: kelompok ini patut mendapat
i i perhatian khusus. Kami mendesak negara-negara dan komunitas-
i+ i’komunitas untuk memberikan. prioritas utama’ bagi perbaikan
© -+ kondisi sosial dan ékonomi mereka. - - - . b

WANITA

9.1. - :_Di'sebagian besar'masyarakat Asia para:wanita menderita
nzurieobdiskriminasi dan penindasan. Sumberpenindasan ituterletak baik
~.dalam sejarah maupun sistem sosial'dan ekonomi kontemporer.

9:2:; .- Akar sistem ‘patriarkat bersifat sistematis dan strikturnya men-
v ¢ dominasi semualembadga; perilaku; norma-norma sosial'dan hukum
v, adatg agama~:ag3ma dan nilaj-nilai dalam masyarakat Asia, melin-
.7 4-tast batas-batas kelas masyarakat, kebudayaan] kasta dan etnis.
i+ Penindasan memiliki banyak wajah, namun’yang paling mencolok
1.t adalah perbudakan seksual, kekerasan dalam lingkungan rumah
tangga, perdagangan wanita dan pemerkosaan: Mereka mengalami
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9.3.

94. -

20

diskriminasi baik dalam ruang privat maupun publik. Meningkat-
nya militerisasi dalam banyak masyarakat di Asia telah memicu
peningkatan kekerasan terhadap wanita dalam situasi-situasi kon-
flik bersenjata, termasuk pemerkosaan massal, kerja paksa,

- rasisme, -penculikan dan pengusiran dari kampung halaman
- mereka. Karena korban wanita dari konflik bersenjata sering tidak

mendapat keadilan, rehabilitasi, kompensasi dan reparast dari
kejahatan perang yang dilakukan terhadap mereka, penting untuk

- menekankan bahwa pemerkosaan sistematis merupakan kejahatan
_perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. :

Untuk mengakhiri diskriminasi terhadap wanita dalam bidang

- lapangan kerja dan hak untuk mendapat tempat kerja, para wanita

hendaknya diberi peluang untuk memperoleh pekerjaan, pilihan bebas
atas -profesi, keamanan dalam pekerjaan; upah yang sama, hak
memperoieh kompensasi berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga,
hak memperoleh perlindungan kesehatan dan kondisi keamanan kerja,
teristimewa dalam menjaga fungsi reproduksi dan perlindungan
khusus bagi mereka pada masa kehamilan dari pekerjasn yang dapat
membahayakan kehamilannya. Wanita hendaknya diberikan hak
penuh untuk mengontrol kesehatan seksual dan reproduktif mereka,
bebas dari diskriminasi dan paksaan, hendaknya memperoleh akses
bagi informasi tentang pemeliharaan kesehatan seksual dan reProduk51
serta teknologi reproduksi yang aman. :

Hanya terdapat sedikit ketetapan hukum untuk melindungi wanita

- terhadap pelanggaran hak-hak mereka dalam lingkungan domestik

dan patriarkat. Hak-hak mereka dalam hukum publik jarang
mendapat perhatian. Langkah-langkah afirmatif segera harus di-
ambil untuk menjamin partisipasi yang penuh dan sama bagi wanita
dalam kehidupan politik dan publik dalam masyarakat. Pening-

.. katan kehadjran wanita yang mencolok dalam berbagai lembaga
negara dan dalam bidang perdagangan, pertanian dan kepemilikan

lahan harus dilengkapi dengan tindakan afirmatif. Pemberdayaan
politik, sosial dan ekonomi wanita merupakan hal hakiki dalam
rangka mempertahankan hak hukum mereka. '
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ANAK-ANAK -

10.1.

102,

103, .

Sebagaimana halnya yang terjadi dengan wanita, bentuk-bentuk

‘penindasan terhadap anak-anak juga berwajah ganda; yang

paling mencolok adalab buruh anak-anak, perbudakan seksual,

.. pornografi anak-anak; perdagangan anak-anak, prostitusi, penjual-

an organ-organ tubuh, pengerahan ke dalam perdagangan morfin,
pelecehan fisik, psikologis, seksual anak-anak di dalam keluarga-
keluarga; diskriminasi terhadap anak-anak yang positif mengidap
HIV/AIDS, paksaan terhadap anak-anak untuk memeluk agama

' tertentu, pengusiran anak-anak dengan atau tanpa keluarga mereka

akibat konflik-konflik bersenjata; diskriminasi; dan degradasi
lingkungan. Semakin meningkat jumlah anak yang terpaksa
menjadi anak jalanan di kota-kota di Asia dan tercabut dari

.- dukungan sosial dan ekonomi oleh keluarga keluarga dan

komunitas-komunitas.

Merebaknya kemiskinan, kurangnya akses kepada pendidikan dan
dislokasi sosial di daerah pedesaan termasuk di antara sebab-sebab

-yang menimbulkan kecenderungan meningkatnya keterlukaan
+ anak-anak. Bentuk-bentuk eksploitasi dan pelecehan yang telah
. "lama terbentuk, seperti kerja paksa atau penggunaan tenaga anak-

anak untuk mengemis atau kepuasan seksual meraja lela.
Pembunuhan bayi-bayi. wanita yang dipicu oleh pilihan gender
yang bersifat patriarkat dan mutilasi genital wamta banyak

. dipraktekkan di beberapa negara di Asia: -

Negara—neuara A31a sécara memalukan gagal untuk memelihara
anak-anak dan untuk menyediakan bagi mereka kebutuhan hidup
mendasar ataupun tempat tinggal. Kami menghimbau negara-
negara di Asia untuk mengesahkan dan melaksanakan Konvensi
Hak-Hak Asagi Anak-Anak. Kami menyerukan kepada komunitas-

komunitas untuk mengemban tanggung jawab memantau

'pelanggaran hak-hak anak-anak dan agar berupaya keras untuk
: . menerapkan Konvensi PBB itu secara tepat dalam konteks sosial
.. mereka sendir. - Ca Co
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PRIBADI-PRIBADI DENGAN KEMAMPUAN BERBEDA -

11.1. 7 Masyarakat tradisional Asia memiliki kepedulian terhadap mereka
yang cacat secara mental.dan fisik.i Nilai.-dan struktur komunal
- kita,-di bawah.tekanan bentuk-bentuk baru organisasi-organisasi
-+ . ekonomi, semakin.kurang. toleran terhadap orang-orang cacat.
. Mereka menderita akibat diskriminasi yang keji dalam hal akses
ke bidarig pendidikan, pekerjaan dan pemilikan rumah. Mereka
-tidak -mampu menikmati sebagian besar hak-hak mereka
. disebabkan ‘karena. prasangka terhadap mereka dan tak adanya
. ketentuan-ketentuansuntuk. memenuhi-kebutuhan- kebutuhan
khusus mereka. Pelbagai kemampuan mereka tidak diperhatikan
-, secara tepat dan mereka: dipaksa untuk- melakukan- pekerjaan
.-dengan upahyang réndah dan dengankemun gkinan promosi yang
. kecil. Mereka memiliki: hak:rnemperoleh: fasilitas-fasilitas yang
memungkinkan mereka hidup layak, dihargai dan merasa aman,
dan memperoleh kesempatan untuk mewujudkan poten51-potens1

... mereka secara sempuma Do :

-y "—.-\ PR TR . HEN . b
1 2 - Keharusan untuk memperlakukan orang—orano sepern itu dengan
ERER penuh rasa hormat terhadap hak-haknya sangat mendesak menilik
S kenyataan adanya perlakuan yang mengenaskan dari pihak negara-
negara. Asia.terhadap pengidap: HIV. atau AIDS. Para penderita
"1t11 merupakan korban-korban dari- -diskriminasi yang keji.
+ Masyarakat yang beradab: yang menghormati hak-hak asasi
hendaknya mengakui hak-hak mereka untuk hidup dan mati secara
layak Hendaknya dijamin hak mereka untuk memperoleh
- perawatan medis-yang memadaj dan dilindung terhadap praduga,
i dlsknmmam atau. pengamayaan ch s ‘ :

N ."_H} L]

PARA BURUH ‘*\
S8 e i Gl e [ A
,12 1. Industnahsam yang melesat dalam masyarakat A51a telah menyi-
+ sihkan bentuk-bentuk tradisional ekonomi subsistensi:dan meng-
-hilangkan kemungkinan mata pencaharian: bagi sebagian besar
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masyarakat pedesaan. Mereka semakin dipaksa menjadi buruh
harian, sering dalam industri, bekerja di bawah kondisi yang
- menyedihkan. Bagi sebagian besar buruh kurang ada atau bahkan

~.sama sekali tak ada perlindungan terhadap hukum:perburuhan

yang tak adil. Hak-hak asasi mereka untuk membentuk serikat
buruh dan bersekutu ditampik. Upah mereka sangat rendah dan
kondisi kerja mereka sering berat dan berbahaya.-Globalisasi

.. menambah beban.dan tekdnan kepada para pekerja, manakala
.- banyak negara Asia berusaha untuk menekan biaya produksi,
-.kerap dalam kolusi dengan perusahaan-persahaan asmg dan
lembaga lembaga keuangan 1nternas1onal

Katevon para pekerja yang secara: khusus rentan terhadap
pemerkosaan hak-hak asasi adalah pekerja perantau. Sering terpi-
_,_sah dari keluarga-keluarganya, mereka idieksploitasi di negara-
‘negara asing yang hukumnya tidak dipahaminya; sementara mereka

+slory tak berani menuntut. Hak-hak dan kondisi ketja.yang dinikmati

‘pe,ke_rja lokal justru tidak diakui u_ntuk mereka. - Mereka bekerja

berat tanpa akses kepada akomodasi, perawatarn keschatan atau
perlindungan hukum. Dalam banyak hal, kaum perantau menderita
.- karenarasialisme dan xenophobia, dan pembantu-pembantu rufmah
- tangga sering - menderita penghinaan. dan tak j Jarang pelecehan
ciseksual, . R i L

2 b [P . ' Tl
B L RS

PARA MAHASISWA

13.1.

Para mahasiswa Asia berjuang memerangi kolonialisme dan demi
memperoleh demokratisasi dan keadilan sosial. Sebagai buah dari
komitmen mereka yang tak gentardalam'memperjuangkan:trans-
formasi sosial mereka kerap mengalami kekerasan dan penindasan

;. yang. dilakukan olehirnegara; dan selalu-menjadi. sasafan utama

... dari operasi kontra kekacauan setta operasi dan hukum keamanan
i 1. dalam negeri. Kebebasan akademis mereka: dan hak meng‘cmuka—

- kan pendapat dan berkumpul sermg dltepls N

NSRRI TP R
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NARAPIDANA DAN TAHANAN POLITIK

14.1. -

14.2,

14.3,

Di beberapa wilayah terdapat pelanggaran secara besar-besaran
terhadap norma-norma yang diakui secara internasional me-
nyangkut para'narapidana dan tahanan politik. -

Penangkapan’' sewenang-wenang, penyekapan, pemenjaraan,
perlakuan yang kejam, penyiksaan, hukuman yang kejam dan tidak
manusiawi merupakan gejala umum di banyak wilayah Asia.
Tahanan dan para narapidana sering dipaksa untuk hidup dalam
kondisi yang tidak sehat; tidak diberikan makanan dan perawatan
kesehatan yang layak, dilarang berkomunikasi dengan atau
mendapat dukungan dari keluarga mereka. Para narapidana ber-
lainan jenis dan umur ditempatkan dalam satu reang sekapan yang
sama, di mana laki-laki, wanita dan anak-anak berhimpitan. Sel-

. sel penjara biasanya penuh sesak. Kematian dalam tahanan adalah

pemandangan yang lumrah. Para narapidana tidak diberi peluang
untuk memperoleh pendampingan hukum dari pengacara dan
pengadilan yang jujur dan cepat. '

*.- Pemerintah-pemerintah di Asia kerap menggunakan kekuasaaan
~.i eksekutif untuk menahan tanpa pengadilan. Mereka menggunakan

kekuasaan legislatif untuk menangkap dant menahan para lawan
politik. Agak mencolok bahwa di banyak negara di Asia, kebebasan
berpikir, kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani telah
dibatasi dengan sekat-sekat administratif atas kebebasan berbi-

cara dan berserikat.

PELAKSANAAN HAK-HAK
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Banyak neggra di Asia telah menjamin hak-hak asasi manusia
dalam undang-undang dasar mereka, dan banyak dari mereka yang

~telah turut meratifikasi instramen-instrumen internasional me-
- nyangkut hak-hak asasi manusia. Meskipun demikian, tetap ada

jurang lebar antara hak-hak yang diabadikan dalam dokumen-




15.2;

15.2a.
.+ ... dan perusahaan-perusahaan dagang. Harus diberikan perlindungan
‘hukum bagi hak-hak itu terhadap pelanggaran yang dilakukan

~.dokumen ini dan kenyataan getir yang menunjuk pada hak-hak
asasi yang diinjak-injak. Negara-negara di Asia harus segera

mengambil langkah untuk melaksanakan hak-hak asasi dari warga

. dan penduduk mereka.

' PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Kamit yakin bahwa sistem yang dapat melindungi hak-hak ini harus
dilandaskan pada prinsip-prinsip berikut: .

Hak-hak asasi manusia dilanggar oleh negara, masyarakat madani

;o oleh. semua kelompok di-atas. Mutlak perlu untuk membarui

15.2b.

kelompok-kelompok ini dengan memperkuat fondasi etis dan nilai-
“:.nilai mereka serta menanamkari dalam diri mereka rasa tanggung

jawab terhadap kaum'yang lemah dan tertindas.

Pengembangan dan pelaksanaan hak-hak adalah tanggung jawab
sermua kelompok dalam masyarakat, meskipun tanggung jawab
utama berada di pundak negara. Agar hak-hak, khususnya hak-

* «hak dalam bidang sosial dan politik dapat dinikmati, diperlukan

.. -peran positif dan proaktif pemerintah-pemerintab. LSM-LSM

memainkan peran yang gamblang dan sah dalam membangkitkan
kesadaran akan hak-hak, dalam merumuskan standar-standar dan
menjamin periindungannya oleh pemerintah dan kelompok-
kelompok lain. Kelompok-kelompok-profesional seperti para
pengacara dan dokter memikul tanggung jawab khusus berdasarkan

- hakikat kerja mereka dalam meningkatkan pelaksanaan hak-hak
. dan mencega.h penyalahgunaan kekuasaan

: Karena hak—:l‘ak dilang gar 'secara. serius pada saat terjadi per-
. cecokan sipil-dan ditegakkan pada saat tercipta perdamenan maka
- merupakan kewajiban negara dan organisasi-organisasi lain untuk

-~ menempuh jalan yang damai dalam mencari pemecahan bagi
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_konflik :sosial dan etnis dan untuk meningkatkan toleransi dan

harmoni. Atas dasar yang sama, tak boleh ada satu negara yang

- .berusaba mendominasi negara-negaralain dan negara-negara hen-

daknya menyelesaikan pertentangan antara mereka dengan jalan
damai.

15:2d. -+ Hak-hak diperhatikan dengan Jebih baik apabila praktek-praktek
. demokratis dan musyawarah dijalankan, dan karena itu adalah
- tanggung jawab semua negara dan organisasi-organisasi’yang lain
untuk meningkatkan praktek-praktek demokratis di dalam kerja
dan di dalam pergaulan mereka dengan yang lain.

15.2e. .. Banyak individu dan kelompok di Asia tak mampu mewujudkan
... .= hak-hak mereka karena adanya kebiasaan-kebiasaan dan praktek-
. praktek sosial yang bersifat membatasi dan menindas, khususnya
.. . kebiasaan yang berpautan dengan kasta, gender atau agama. Karena
, itu, harus segera diadakan reformasi-atas kebiasaan dan praktek-
praktek itu.. Kebebasan ‘menyatakan: pendapat dan berkumpul
merupakan keniscayaan bagi terbentuk dan berfungsinya lembaga-

_ lembaga masyarakat madani. ' O

o ‘ A

15.2g. -Sangatperlu untuk menghentikan praktek-praktek eksploitatif dari

ST ‘qperusahaan-perusahaan dagang dan untuk mermastikan bahwa

c= ;i mereka tidak akan‘melanggar hak-hak para buruh, parakonsumen
4o odan publiks. o h : Coer
T L U PR L BT A L L S T
MEMPERKUAT KERANGKA:BAGL HAK-HAK . ol

15.3a. ' Adalahhakiki untuk menjamin kerangka hukum bagi hak-hak itu.

Semua negara-hendaknya.memasukkan jarninan hak-hak asasi ke

dalam undafg-undang dasar mereka, yang kiranya dilindungi tetha-

.- dap erosi dari amandemen legislatif. Meréka harus meratifikasi

.. perangkat-perangkat hak-hak asasi internasional. Mereka harus

... meninjau kembali ‘praktek—.praktckalegislatif dan -administratif

- :; mereka ;erhadap-standar’—standar nasional dan internasional dengan
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" ' tujuan mencabut ketentuan-ketentuan yang bettentangan dengan

- 15.3b...

15.3¢:

15 4a

Pk

standar-standar itu, teristimewa’ Ieglsla51 warisan penode kolo-
nial. - ‘ = A

Pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak asasi harus dibangkitkan
di dalam masyarakat umumnya, di dalam lembaga-lembaga negara
dan masyarakat madani. Kesadaran akan kedaulatan hak-hak
nasiona) dan internasional harus ditingkatkan: Individu-individu
dan kelompok-kelompok harus akrab dengan prosedur legal dan

~ administratif, agar mereka: dapat menjamin hak-haknya dan

mencegah penyalahgunaan. oleh pihak penguasa. LSM-LSM

‘hendaknya didorong untuk menjadi.akrab dengan dan

menyebarkan mekanisme-mekanisme, baik nasional dan inter-

"+ nasional, agar dapat memantau dan meninjau kembali pelaksanaan
- hak-hak. Keputusan yudisial'dan administratif dalam rangka

melindungi hak-hak hendaknya disebarluaskan, baik dalam tingkat
nasional ‘maupun dalam wilayah: Asia. Pemerintah-pemerintah,
LSM-LSM dan:lembaga-lembaga. pendidikan hendaknya

" - bergandengan tangan dalam menyebarkan 1nforma51 tentang
+ pentingnya dan isi hak-hak'asasi manusia.: vl

+ Berbagai pelanggaran hak-hak terjadi selamai orang berada dalam
* . tahanan dan melalui berbagai tindakan badan keamanan. Kadang-

kadang pelanggaran ini terjadi 'karena badan.keamanan tidak
mengindahkan batas kekunasaan mereka dan tidak menyadari bahwa

i perintah-perintah yang memungkinkan mereka bertindak demikian
- tidak sah secara hukum. Anggota-anggotakepolisian, sipir penjara

dan tentara harus memperoleh latihan-latihan da] am b1dang norma-

- norma hak-hak asasi manusia.. .. Jb. -

PERAN GKAT BAGI, ELAKSANAAN HAK- HAK ASASE MANUSIA

q.
Kehaklman adalah alat utama bagi perhndungan ha.k hak asasi.
Lembaga itu memiliki kekuasaan untuk menerima keluhan dan

- pengaduan thwal pelanggaran hak-hak, meéndengarkan kesaksian,
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memberikan ganjaran bagi pelanggaran, termasuk bagi pelaku pe-
janggaran itu. Kehakiman baru dapat menjalankan fungsinya ini
apabila sistem.hukum kuat dan teroganisasi dengan baik. Anggota
lembaga kehakiman hendaknya mernpakan orang-orang yang
kompeten, berpengalaman serta memmiliki komitmen terhadap hak-
hak asasi, harkat dan martabat manusia dan keadilan. Mereka harus
independen terhadap badan pembuat undang-undang dan eksekutif
dengan memberikan keknasaan pengangkatan mereka kepada
komisi pelayanan yudisial dan jaminan konstitusional menyangkut
masa jabatan mereka. Lembaga-lembaga kehakiman hendaknya
memperlihatkan secara adil ciri keanekaragaman warga yang
berbeda agama, daerah, gender, kelas sosial. Iiu berarti bahwa harus
dilakukan restrukturasi perangkat yudisial dan investigatif.
Hendaknya negara mengambil langkah terencana untuk menarik
lebih banyak wanita, kaum yang terbuang dan kelompok paria
dalam masyarakat dari lompur penderitaan mereka dan berangsur-
angsur melibatkan mereka dalam posisi-posisi yudisial setelah
. dibekali dengan latihan yang perlu. Hanya langkah seperti it yang
dapat membangun kepercayaan dari kelompok lemah, yang hak-
haknya kerap diabaikan dalam masyarakat tradisional Asia.

15.4b. Profesi hukum harus bersifat independen. Bantuan hukum hen-
daknya disediakan bagi mereka yang tak mampu membiayai
. pelayanan pengacara dan tak memiliki akses ke pengadilan, agar
dapat melindungi hak-hak mereka. Peraturan yang terlampau
membatasi akses kepada pengadilan hendaknya direformasi agar
dapat menyediakan akses yang lebih luas. Organisasi sosial dan
amal hendaknya diberi wewenang untuk mernperkarakan seseorang
atas nama individu atau kelompok yang tak mampu memanfaatkan
wahana pengadilan.

15.4c.. Semmanefara hendaknya membentuk Komisi Hak-Hak Asasi dan
lembaga-lembaga khusus bagi perlindungan hak-hak, khususnya

. kelompok lemah dalam masyarakat. Lembaga-lembaga itu dapat
menyediakan akses yang mudah, ramah dan murah ke pen gadilan

bagi korban-korban pemerkosaan hak-hak asasi.-Badan-badan
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15.4d.

seperti ini dapat menjadi pelengkap bagi peran badan kehakiman.
Mereka memiliki keuntungan istimewa: mereka dapat membangun
standar-standar bagi implementasi norma-norma hak-hak asasi

_ manusia; mereka menyebarluaskan informasi tentang hak-hak

asasi; mereka dapat menyelidiki setiap dugaan adanya
pemerkosaan hak-hak asasi; mereka dapat meningkatkan
perdamaian dan mediasi; mereka dapat berusaha melaksanakan

. hak-hak asasi melalui sarana-sarana administratif atau yudisial.

Mereka dapat bertindak atas inisiatif sendiri atau atas pengaduan

‘dari seseorang.

Lembaga-lembaga masyarakat madani dapat membantu mem-
perkuat hak-hak asasi melalui organisasi tribunal rakyat yang dapat
menggugah nurani dan kesadaran pemerintah dan publik.
Pembentukan tribunal rakyat menekankan bahwa tanggung jawab
terhadap perlindungan hak-hak asasi adalah tugas masyarakat luas,
dan bukan hanya menjadi tugas negara. Dalam pelaksanaannya
keputusan-keputusan tribunal-tribunal itu tidak dibatasi hukum
legal, dan karena itu dapat membantu untuk menemukan dasar-
dasar moral dan spiritual hak-hak asasi.

LEMBAGA-LEMBAGA REGIONAL BAGI PERLINDUNGAN
HAK-HAK ASASI

16.1.

16.2.

Perlindungan hak-hak asasi dilakukan pada semua tingkat, baik
lokal, nasional, regional maupun internasional. Lembaga-lembaga
di setiap level memiliki keuntungan dan keterampilannya sendiri-
sendiri. Tanggung jawab utama bagi perlindungan hak-hak berada
di pundak negara-negara, karena itu prioritas harus diberikan pada

peningkatan kemampuan negara untuk memenuhi tugas ini.

,&& I

Negard-negara Asia hendaknya memanfaatkan lembaga-lembaga
regional dan sub-regional bagi peningkatan dan perlindungan hak-
hak asasi. Harus ada Konvensi Hak-Hak Asasi antarnegara, yang
dirumuskan dalam forum regional bekerja sama dengan LSM-LSM
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nasional dan regional. Konvensi itu harus berbicara tentang

- . kenyataan-kenyataan di Asia, khususnya kendala-kendala yang
¢ merintangi orang untuk menikmati hak-haknya. Pada saat yang

... sama konvensi itu harus berpegang teguh pada dan sejalan dengan
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norma-norma dan standar-standar: internasional. Konvensi itu
hendaknya dapat menangani pelanggaran hak-hak asasi oleh

. kelompok-kelompok ataupun badan-badan di samping lembaga-
. lembaga negara. Komisj independen atau pengadilan hendaknya
dibentuk untuk melaksanakan Konvensi ini. LSM-LSM dan

organisasi-organisasi sosial Jainnya harus diberikan akses ke dalam

komisi atau pengadilan itu.

o




LAMPIRAN: KELOMPOK-KELOMPOK DAN PERORANGAN
YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN
PIAGAM INI

KOMISI PERENCANA

Mathews George CHUNAKARA, Christian Conference of Asia, Hong Keng ? FERNANDO Ba-
sil, UNTAC-Human Rights Component, Cambodia ? JAYATHILAKA Linus, Organisation. for De-
meoeracy and Human Rights, Sri Lanka ? KIM Kyung-nam Rev., NCC-Human Rights Committee,
south Korea ? MUTTETUWEGAMA Samanpriya Ramani, INFORM, Sri Lanka 7 NACPIL-
MANIPON Aida Jean, CCA International, Affairs, Shatin, Hong Kong ? RASIAM Sivarasa,
SUARAM, Malaysia 7 SAJOR India Lourdes, Asian Women's Human Rights Council, The Philip-
pines ? WONG Kai Shing, Asian Human Rights Commission, Hong Kong

KOMISI PERANCANG NASKAH

Mathews Gcorgc CHUNAKARA, Christian Conference of Asia, Hong Kong ? FERNANDO Ba-
sil, UNTAC-Human Rights Component, Cambodia ? NACPIL-MANIPON Aida Jean, CCA Inter-
nzmonal Affairs, Shatin, Hong Kong ? SATOR India Lourdes; Asian Women's Human Rights Coun-
cil, The Philippines ? TREMEWAN Christopher, University of Auckland, New Zealand ? TY
Renaldo, University of the Philippines ? WONG Kai Shing, Asian Human nghts Commission,

Heng Kong .

PERORANGANDAN ORGANISASI-ORGANISASI YANG TELAH MEMBERIKAN JAW. -
BANATAS ANGEET MENYANGKUT PIAGAM HAK-HAK ASASIMANUSIA UNTUK ASIA

ABAD La Reinne, 18IS International, Quezon City, The Philippines ? ABRAHAM Ammu, Centre
for Education and Documentation; Bombayy India ? ALLMARK C.V., Tribal Refugee Welfare in
South:East Asia, Australia ? ANA Genevieve C., Women’s Information and Communications Ser-
vice, Quezon City, Philippines ? ASPIRAS Jose Ventura, PROCESS, Metro Manila, Philippines ?
Bar Council of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia ? BAYES Helen, Defence for Children Inter-
national - DCI Australia, Dickson, Australia ? BOONYABANCHA Somsook, Asia Coalition for
Housing Rights, Bangkok, Thailand ? Burma Issuecs, Bangkok, Thailand ? CATELLEZ, Cynthia,
Mission for Filipina Migrant Workers, Hong Kong ? Catholic Human nghts Committee- Japan,
Tokyo, Japan ? Centre for Trade Unions and Human Rights (CTUHR), Quezon Clty, The, Philip-
pines ? CHHIBBER Y.P., People Union for Civil Libesties, New Delhi, India ? CHOWDERY N.R.,

Law Council of Australia, Sydney, Australia ? Citizens for Democracy (CFD), New Delhi, India ?
D’SILVA Allwyn, Jagruti Kendra, Bombay, India 7 ?D’SOUZA Corinne Kumar, Vimochana, Ban-
galore, India 7 DAHAL Shiva Hari, Informal Sector Service Centre (INSEC), Kathmandu, Nepal ?
DE LUNA Anelyn, Task Forcg; Detainees if the Philippines, Quezon City, Philippines 2 DHUNGEL
Om, Human Rights Organisatioh of Bhutan (HUROB), Lalitpur, Nepal ? DIOKNO Maria Socorro
I., Free Legal Assistance Group, The Bhilippines ? DONELSON Mike, Asia Partnership for Human
Development, Kowloon, Hong Kong 2.DU LAKI Vani, Fiji Women’s Rights Movement, Suva, Fiji
? ENGINEER Asghar Ali; Centre for Study of Society and Secularism, Bombay, India ? Ecumeni-
cal Commission for Displaced Families and Communities, Quezon City, The Philippines ?
FARQOQUE Mokiuddin, Bangladesh Environmental Lawyers’ Association, Dhaka, Bangladesh 7

31




FIRTH Oswald Fr., Social Economic-and Development Center (SEDEC), Colombo, Sri Lanka ?
Fishermen’s Service Center; Kaoshiung, Taiwan ? FLORES Ponteciano, Kilusang Mayo Uno,
Manila, The Philippines ? Forum for Protection of Human Rights, Kathmandu, Nepal ? FRANCIS
Daisy, Canada-Asia Working Group, Toronto, Canada ? Free Legal Assistance Volunteers Asso-
ciation Inc., Cebu City, The Philippines 7 GANESALINGAM V.S., Home for Human Rights, 8ri
Lanka ? GARCIA Edmundo, Coalition for Peace, Quezon City, The Philippines ? GARCIA Rosario,
Ecumenical Movement for Justice & Peace, Manila, The Philippines ? GHASNAVI Nafis, Human
Rights Commission of Pakistan, Karachi, Pakistan ? HUQ Fazlul, Madripur Legal Aid Association,
Madaripur, Bangladesh ? HUSSAIN Hameeda, Ain O Salish Kendra, Dhaka, Bangladesh ? IDRIS
. M. Mohd, Consumers’ Association of Penang, Penang, Malaysia ? Indian Social Institute (ISI),
Bangalore, India 7 International Young Christian Workers (IYCW) Asla-Pacific, Kowloon City,
Hong Kong ? JAGUNOS Bern, Canada-Asia Working Group, Toronto, Canada ? Japanese Catho-
lic Coimeil for Justice and Peace, Koto-ku, Japan 7 JOHN J.; Delhi Forum, New Dethi, India ?
KANDEL Krishna, Amnesty International Nepal Section, Kathmandu, Nepal 7 KARUNAN Wanida,
Union for Civil Liberty, Bangkok, Thailand ? LAKSIIMI. N., The Concerned for Working Children,
Banglore, India ? Law Department. Ilong Kong University, Hong Kong ? LIMPIN Maria Teresa,
Amnesty International Philippines, Quezon City, The Philippines ? LIN Mei-jung Yvonne, Taiwan
Grassroots Women Workers’ Centre, Taipei, Taiwan 7 LUBI Tita, Gabriella Commission on Women's
Political Rights, The Philippines ? MACLING Jean C., Ecumenical Centre for Development, Quezon
City, Philippines ? MAYUR Rasmi, Global Futures Network, Bombay, India ? MITCHELL Michael,
WSCF Asia-Pacidic Solidarity Work, NSW, Australia ? MOLINO Benito E., Medical Action Group,
Quezon City, The Philippines ? MU Wei Pin, Intemational Trade Secretariate, TUF Asia Pacific,
Sydney, Australia ? MUNIER Asif, Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh, Dhaka,
Bangladesh 7 NEPAL Arun, Prisoners Informaticn Centre, Kathmandu, Nepal ? NICHOLAS Collin,
Centre for Orang Asli Concern, Kuala Lumpur, Malaysia 2 PACIS Constance Sr., Ecumenical Com-
mission for Displaces Families and Communities, The Philippines ? PARTAMIAN Herminte, Aus-
tralian Council of Churches, Australia ? PATEL Marti, Women’s Education for Advancement and
Empowerment, Chiangmai, Thailand ? PATHAK Ila, Ahmedabad Women's Action Group (AWAG),
India’? PENARANDA Jose Victor, Council for People’s Development, Metro Manila, The Philip-
pines ? PIMPLE Minar, Youth for Unity and Voluntary Action, Bombay, India 7 PINITPUVADOL
Kamaline, Child Right Asia-Net, UNICEF, Bangkok, Thailand ? PLANTILLA Jefferson R.,Asian
Regional Resource Centre for Human Rights (ARRC), Thailand ? PYAKUREL Sushil, South Asian
Forum for Human Rights, Kathmandu, Nepal ? RAINTUNG F.W.Rev., Department of Church Par-
ticipation in Development, Jakarta, Indonesia 7 RAJAKUMAR K., Centre for Socio-Legal Research
and Documentation Service, Madras, India ? RAYMUNDO Roque C., Jesuit Refugee Service - Asia
Pacific, Bangkok, Thailand ? Research/Action Institute for Koreans in Japan (RAIK), Tokyo,
Iapan ? RODRIQUEZ June, Rural Enlightenment and Accretion in Philippine Society, Quezon
City, The Philippines ? SAGUINSIN Grace, Alliance of Advocates for Indigenous Peoples’ Rights
(TABAK), Quezon City, The Philippines ? SAMARAJIWA Ainsley, Centre for Society and Reli-
gion, Colombe, Sri Lanka ? SENTULI Lopeti, Pacific Concerns Resource Center Inc., Suva, Fiji ?
SHAHANI M.L., Shahani Law Associates, Karachi, Pakistan 7 $han Human Rights Foundation,
Mae-Hong Son, Thailand ? SHELLY Nancy, Australian Forums on Human Rights Organisations,
Australia ? SIDOTI Eric, Human Rights Council of Australia, NSW, Australia 7 SINGH Rajan,
Indian National Social Actidh, Forum (INSAF), Bombay, India ? SKROBANEK Siriporn, Founda-
tion for Women, Bangkok, Thailand ? SUGIRTHARAYJ Felix N., Association for the Rural Poor,
Royapuram, Madras, India ? SUGITO Junsuke, Yokohama Internationdl Human Rights Centre,
Yokohama, Japan 7. SUTER Keith, Sydney, Australia ? TAKAMINE Yutaka, Economic Social
Commission for Asian and The Pacific (ESCAP), Thailand ? TANDON Rajesh, Asian South Pacific
Bureau on Adult Education, New Delhi, India ? TIMM R.W.Fr., Commission for Justice & Peace,
Dhaka, Bangladesh 7 TUAZAN Bobby, Philippine Movement for Press Freedom (FMPF), Quezon
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City, The Philippines ? VILLALBA M.A., Asian Migrant Centre {(AMC), Kowloon, Hong Kong ?
WESSELS David, Sophia University, Institute of International Relations, Tokyo, fapan ? WOOD
H.N., Karen Information Office, Australia ? WOOTTON Richard F.Rev., Australian Himnan Rights
Foundation, Melbourne, Australia ? XIAQ Qiang, Human Rights in China. New York, U.S.A. ?
YAMAZAKI Koshi, Faculty of Law, Kagawa University, Takamatsu, Japan ? YAWATA Peter
Akihiro, National Council of Churches, Tokyo, Japan ? YUEN Mary, Justice & Peace Commission
of the Hong Kong Catholic Diocese, Hong Kong.

MEREKA YANG MENYETUJUI PIAGAM INI
PESERTA PELBAGAT KONSULTASI

Peserta Konsultasi Asia Tenggara tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia,
14-17 Januari 1995, Piliyandala, Colombo, Sri Lanka

ABEYKOON Donald, Bar Association of Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka ? AGHA Qumar, INSAF,
New Delhi, India ? BAROI Manju, Nationat Council of Churches, Dhaka, Bangladesh ? BHASKER
B.R.P,, Trivandrum, Kerala, India ? CASINADER Prince, Center for Society & Religion, Colombe,
Sri Lanka ? Mathews George CHUNAKARA, Christian Conference of Asia, Hong Kong ? COSTA
Rosline, Commission for Justice & Peace, Dhaka, Bangladesh ? DHUNGEL Om, Human Rights
Organisation of Bhutan, Kathmandu, Nepal ? FATIMA Anees, Human Rights Documentation &
Information Centre, Rawalpindi, Pakistan ? FERNANDO Basil J., Asian Human Rights Commis-
sion, Hong Kong ? GOMES Victor Joachim, Dhaka, Bangladesh ? m. Basheer HUSSAIN, Banga-
lore, India ? Justice V.R. Krishna IYER, Retired Supreme Court Justice, Kerala, India ?
JAYATHILAKE Linus, Movement for Defense of Democratic Rights, Rajagiriya, Sri Lanka ?
KAPHLEY Pramod, Group for International Solidarity (GRINSO), Kathmandu, Nepal ? MAINALI
Bishwa K., Forum for Protection of Human Rights Kathmandu, Nepal-? Faizan MUSTHAFA,
Aligarh Muslim University, Aligarh, India ? MUTTETUWEGAMA Samanpriya Ramani, INFORM,
Colombo, 8ri Lanka ? NACPIL-MANIPON Aida Jean, CCA - International Affairs, Shatin, Hong
Kong ? NASHRIN Shamima, BRAC, Bangladesh ? PYAKUREL Subodh, Informal Sector Educa-
tion Centre (INSEC), Kathmandu, Nepal ? Ranjini SAMPATH, Madrash, India ? Beena SARAWAR,
Lahore, Pakistan ? SHAKIR Nacem, Lahore, Pakistan ? WONG Kai Shing, Asian Human Rights
Comrmssmn Hong Kong -

Peserta Konsultas1 Asia Tenggara tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia,
8-11 Agustus 1995, Hong Kong

CHIU Sing Wing, Hong Kong Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ? DITAPICHAI
Jaran, Union of Civil Liberty (UCL), Bangkok, Thailand ? EDIGAR Max, Burina Issues, Bangkok,
Thailand ? FERNANDO Basil J., Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ?
DIMARANAN Mariani Sr., Task Force Detainees of the Philippines, The Philippines ? GALABRU
Kek, Cambodian League for Promotion and Defense of Human Rights, Phnom Penh, Cambodia ?
KANITHA Sam, Legislation Committee - National Assembly, Phnom Penh, Cambodia ?
KEEZHANGATTE James Joseph, Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA),
Hong Kong ? LIVANAGE S#gjeewa, Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hongkeng ?
MARCELINO Alex, Human Rights Task Force on Cambodia, Phnom Penh, Cambodia ? Mathews
George CHUNAKARA, Christian Conference of Asia, Hong Kong ? NACPIL-MANIPON Aida
Jean, CCA - International Affairs, Shatin, Hong Kong 7 OMAR Arifin, ALIRAN, Penang, Malaysia
? RATTH I Gusti Agong Ayu, Centre for Human Rights Studies, Jakarta, Indonesia ? TJAJO Ramban,
Indonesian Legal Aid Foundation, Jakarta, Indonesia ? SAJOR India Lourdes, Asian Women’s Hu-
man Rights Council, The Philippines 7 SAPHAN Monh, Legislation Committee - National Assem-
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bly, Phnom Penh, Cambodia ? SARMIENTO Rene V., Task Force Detainees of the Philippines, The
Philippines ? SHUM Yun Shan, Committee for Asian-Women, Kowloon, Hong Kong 7 SINAPAN
Samydorai, Hotline Asia - ACPP,.Kowloon, Hong Kong ? SIVARAKSA Sulak, Santhi Pracha
Dhamma Institute, Bangkok, Thailand ? SOKHA Kem, Commission on Human Rights and Com-
plaints, Phnom Penh, Cambodia ? TANG Lay Lee, Jesuit Refugee Service Asia Pacific, Bangkok,
Thailend ? TONG Ka Wing Denise, Hong Kong Women Christian Council, Kowloon, Hong Kong ?
VILLALBA Mayan, Mayan Migrant Centre (AMC), Kowloon, Hong KongWONG Kai Shing,
Asian Human Rights Commission, Kowtoon, Hong Kong 7 YAHYA Ahmad, National Assembly,
Phnom Penh, Cambodia 7 YUEN Mary, Justice and Peace Commission of Hong Kong Catholic
Diocese, Hong Kong

Peserta Konsnltasi Asia Timur tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia,
Januari 1996, Hong Kong .

BYRNES Andre, Department of Law, University of Hong Kong ? CHAN Ka Wai, Hong Kong
Christian Industrial Committee 7 CHANG Jenmifer H., Korean Human Rights Network, Seoul, south
Korea ? DALY Mark, Refugee Concern, Kowloon, Hong Kong ? GHAI Yash, Department of Law,
University of Hong Kong, Hong Kong ? ESCUETA Titos, Asian Regional Exchange for New Alter-
natives {ARENA), Hong Kong 7 FERNANDO Basil J., Asian Human Rights Commission, Kowloon,
Hong Kong * FURUYA Emiko, ICU, Tokyo, Japan ? HALLENGREN Bo, Asian Human Rights
Commission,-Kowloon, Hong Xong 7 HIGASHIZAWA Yasushi, Japan Union of Civil Liberty; To-
kyo, Japan ? HO Hei Wah, Society for Community Organisatios, Kowloon, Hong Kong 7 HSU Su-
¥en, Fishermen's Service Centre, Foungsheng, Taiwan ? IMRUNGRUANG Rungtip Jim, Friends
of Thai, Kowloon, Hong Kong ? JENG Tsuen-Chyi, Committee for Action on Labour Legislation,
Taipei, Taiwan ? KAM Jenny, Asian Cenire for the Progress of Peoples (ACPP), Kowloon, Hong
Kong ? KAWAMURA Akio, Hu-Rights Osaka, Osaka, Japan 7 KIM Kyung-nam Rev., NCC-Kdrea
H.R.C., Seoul, south Korea ? KING Mary Ann, Hong Kong ? LAW Yuk Kai, Hong Kong Human
Rights Monitor, Hong Kong ? LEE Scong-hoon Anselmo, Korean Human Rights Network, Secul,
south Korea-? LEE Stephen S., Taiwan Association for Human Rights, Taipei, Taiwan ? LIYANAGE
Sanjeewa, Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong 7 LUI Priscilla, Committee for
the Rights of Child Against Child Abuses, Kowloon, Hong Kong ? MOK Miu Ying, HKWWA,:
Kowloon, Hong Kong 7 OH Byung-sun, Department of Law, Sogang University, Seoul, south Kored
7 PORGES Jennifer, Asia Monitor Resource Centre (AMRC), Kowloon, Hong Kong ? SHUM Yun
Shan, Commitige for Asian Women, Kowloon; Hong Kong ? TONG Ka Wing Denise, Hong Kong
Women Christian Council, Kowloon, Hong Kong ? VARONA Rex, Asian Migrant Centre, Kowloon,
Hong Kong 7 WONG Kai Shing, Kong Kong Human Rights Commissicn, Kowloon, Hong Kong ?
WU Rose, Kong Kong Women Christian, Kowloon, Hong Kong ? XIAO Qiang, Human-Rights in
China, New York, US.A.? XIMENES Jaime, East Timor Solidarity Group, Macau ? YUEN Mary,.
Justice & Peace Commission of Hong Kong Catholic Diocese, Kowloen, Hohg Kong .
Peserta Konsultasi India tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia;
25-27 Maret, Bangalore, India . * . :

ANTHONY N.O., Thrissué*!{emla,‘lndia 7 AUGUSTINE Mitha G., Ecumenical Christian Centre,
Bangalore, India 7 BAKTHAVAT CHALAM P.V., Organisation for Civil and Democratic Rights,
Madras, India 7 BALAKRISHNA H.G. Justice, Bangalore, India ?:BHASKER B.R.P.,
Thiravananthapurain, India ? CHARALEL Prakash Kumar, Vigil India Movement, Bangalore,
India 7 Mathews George CHUNAKARA, Christian Conference of Asia, Hong Kong 7 Marjeree
DAVID, Ecumenical Christian Centre, Bangalore, India ? DEVIDQS T., National Law School ‘of
India University, Bangalore, India ? FERNANDO Basil J., Asian Human Rights Cornmission, Hong
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Kong ? M. Basheer HUSSAIN, Bangalore, India ? ITTY V.IL, Vigil India Movement, Bangalore,
India ? KHAN Mujeeb Ahmad, Kampur (U.B.), India ? Sabira KHATOON, Kampur (U.P.), India ?
M.N.V. NAIR, Thruvanathapuram, India ? PURI Bairaj, Jammu, Kashmir ? RAJAKUMAR K.,
Madras, india:? RAJSEKER V.T., Bangalore, India ? RAMESH M.K., National Law Scholl of
India University, Bangalore, India ? Ranjini Nittoor Srinivasa RAO, Retired Chief Justice; India ?
K. Pratap REDDI, Virgil India Movement, Bangalore, India 7 Ranjini SAMPATH, Madras, India
7 SINGH Rashmi, Ditts, Mau, (U.P.}, India ? SINGH Sanjzy Kumar, Varanasi (U.F.), India ? SINGH
Vinod Kumar, Varanasi (U.P), India ? SUDHEER §., Keralal University, Trivandrum, Kerala, India
? THOMAS Saji, Vigil India Movement, Bangalore, India ? THOMAS Sarasu Esther, Bangalore,
[ndia 7 VENKATARAO M., AWARE, Hyderabad, India ? VIJAYAKUMAR V., National Law School
of India University, Bangalore, India

Peserta Konsultasn Nepal tcntang Naskah Piagam Hak-Hak Asasn Manusia untuk Asia,
9-11 April 1995 Karhmaudu, Nepal .

ADHIKARA Mana Krishna, Kathmandu, Nepal ? BHATTARAI K.P., ICEA, Kathmandu, Nepal ?
BISHWAKARMA Dipak Jung, Liberation Society, Kathmandu, Nepal 7 CHINTAN Gopal
Siwakoti, INHURED-International, Kathmandu, Nepal ? DEVKOTA Bashu, HUCOC, Sindhuli,
Nepal ? DHULAL Bharat, Prakash Memorial Trust ? DIXIT Nita Goutam, Lawyers’ Association
of Women, Kathmandu, Nepal ? GIRI Bharati Silwal, Human Rights Organisation (HURON),
Kathmandu, Nepal ? GHIMIRE V.5., Prakash Memorial Trust (PRAMT), Kathmandu,Nepal ?
KOIRALA Uma, All Nepal Womens Association, Kathmandu, Nepal ? MAINALI Sailaza, NCWCA,
Kathmandu, Nepal ? NEPAL Sita Ram, Nepal Civi] Servants’ Organisation (NECSO), Kathmandu,
Nepal ? OJHA Prem, HRCDC, Panchathar, Nepal ? PARAJULI Tika, SOWANDEL, Terhatum,
Nepal T PANT K.P., Nepal Bar Association, Kathmandu, Nepal ? POKHAREL Chandra, HRCDC,
Panchathar, Nepal ? PRADHAN Gauri, Child Workers in Nepal (CWIN), Kathmandu, Nepal ?
RIMAL Bishnu, General Federation of Trade Unions (GEFONT), Nepal 7 RIZAL R., ICEA,
Kathmandu, Nepal ? TAMANG Parasu Ram, NEFEN, Kathmandu, Nepal ? TIWARI Kiran, Child
Rights Watch - Nepal, Kathmandu, Nepal ? WONG Kai Shing, Asian Human Rights Commission,
Hong Kong

KELOMPOK DAN PRIBADI-PRIBADI YANG MENYETUJUI PIAGAM HAK-HAK ASASI
MANUSIA UNTUK ASIA SEJAUH INI

ATLLMARK C.V, Tribal Refugee Welfare in Southeast Asia, Western Australia ? AUGUSTINE
Clifford, Order of Priors Minor, Jurong West, Singapore 7 Asian Human Rights Commission,
Hong Kong 7 Asian Legal Resource Centre, Hong Kong ? BAGH Mohananda, Social Education
and Basic Awareness (SEBA), Bastar, India ? BANIS A.S. Justice, Punjab Human Rights Organiza-
tion, Chaneligarh, India ? BATCHA A. Mahaboob, Society for Community Organisation Trust,
India 7 BOYD Daniel, The National Catholic Commission Migration, Bangkok, Thailand ?
BUDIARDJO Carmel, TAPOL, Indonesia Human Rights Campaign, Indonesia ? CHIU H.C. Ken,
Taiwan Association for Human Rights, Taiwan ? CONROY Lorceto, New South Wales Ecumenical
Council, State of National Council of Churches, Australia ? COOPER Joshua, Pacific Peace Center,
Honelule, Hawai 7 COORAY Synil, Vigil Lanka Movement, Colombo, Sti Lanka ? D’SILVA Allwyn,
Justice and Peace Commission, Bombay, India ? DIMARANAN Mariani Sr., Task Force Detainecs
of the Philippines (TFPD), The Philippines ? FIANZA Paul, Center for Legal Aid, Assistance and
Settlement (CLAAS), Pakistan ? HAKIM Abdul, LPIST (Institute for the Development or Strategic
Initiatives for Social Transformation), Indonesia ? HALIM Ahmad, Chhotanagpur Environmental
Society, Bihar, India 7 ITTY V.I., Vigil India Movement, Bangalore, India ? FYER V.R. Krishna
Justice, former judge of the Supreme Court of India, India ? KIM Kyung-nam Rev., National Coun-
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cil of Churches in Korea (NCKK), south Korea 7 KUIPPELS Rianne, Mensen in Nood/Caritas
Nederland, Ben Bosch, The Netherlands ? LANUR Alex Fr., Justice, Peace and Integrity of Cre-
ation, Jakarta, Indonesia ? LASIMBANG Anne, Partners of Community Organization (PACOS).
The Philippines ? MADHAVAN P.K.S., Action for Welfare and Awakening in Rural Environment
(AWARE), Hyderabad, India ? MARTINSON Jerry Fr., Jesuits Engaged in Communications East
Agia and Oceania (JESCOMEA), Taipei, Taiwan ? MAYO Anne Rev., Hannam University, Taejon,
south Korea ? MALINI Madhu, Social Action Interest Litigation, Ranchi India ? MEDINA Carlos,
Philippines Peace and Solidarity Council (PPSC), Thé Philippines 7 PETER Daniel Rev., World
Student Christian Federation - Asia-Pacific Region (WSCF-AP), Hong Kong ? RAJANAYAGAM
A.E., Centre for Peace and Progress, Madhu Church, Sri Lanka ? RAQ M. Venkat, Action for Wel-
fare and Awakening in Rural Environment {AWARE), Hyderabad, India ? ROY Ranjit' Kumar,
National Human Rights Association, Hinoo, India 7 SHAKIR Naeem, Committee for Justice and
Peace Lahore, Lahore, Pakistan 7 SINGH Rashmi, Janpryas Paniyra-Kaitholi (Man Nath Bhanjan),
U.P. India ? SITH Phuong, Human rights Vigilance of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia ? SODHI
K.B.S., Panjab and Chandigarh College Teachers’ Union, Ludhiama, India ? VELLARADA P.M.
MANI, Kerala, India ? XIMENES M.J.8., East Timor Solidarity Group, Macan. ~ -
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ini merupakan bagnan darl suatu upaya

atu budaya hak-hak asasi manusia di Asia.
berbagai negara di Asia telah ambil bagian
bat selama kurun waktu tiga tahun

: ini. Di samping itu, lebih dari 200
' Masvarakat (LSM) telah ambil bagian secara
askah dan banyak lagi LSM

ini, termasuk beberapa te:jemahan
 luas dalam berbagai surat kabar, majalah

Lyanage dart_ Komisi Hak-Hak _As_a5|
jam ini di'sEijiIéan_ untuk m‘emperdalam

aksanaan hak-hak asasi manusna di negara negara
raya memmbah dari sumber—sumber budaya di

kekerasan.
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